
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PRO\'INSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI Kf, DIRI
NOMOR T5 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGIJNAAN DANA

ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
JAMINAII PERSALINAN DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
: a. bahwa agar penyelenggaman pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal)

pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi masyarakat

miskin dan tidak mampu di Kabupaten Kedii berjalan efektif dan efisien,

biaya pertolongan persalinan dan perawatan, sesuai dengan yalrg berlaku

pada penyetenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6l Tahun 2017

tenlang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Klusus Nonfisik

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan sesuai Nota Dinas Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 44413257418.25/2018 tarygal

15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Peruntukan Dana Alokasi Khusus

(Jampersal) serta Berita Acara Rapat Nomor 4601454/418.2512018 tanegal

20 Februari 2018 perlu disusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan di Kabupaten

Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peratuan Bupati tentang Pedoman Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan

Persalinan di Kabupaten Kediri;

: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaman Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Menimbang

Mengingat
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2. Undang-Undaag Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pe6endahaman Negara

(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 5, Tambahan

Lembaran NegaE Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negaxa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pmktek Kedoktemn

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor I16, Tambahan

Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 363'7);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kes€hatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembamn

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peratumn

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan Daerah

(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

diubah temkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalnn Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Temga Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang P€ngelolaan

Keuangar Daerah (Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor

4578):
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13. Peratuan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

14. Peratwan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembarat Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahul

2013:

16. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 13 Tahun 2006 tentarE Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dergan Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201l;

17. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomol 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah:

18. Pemtuan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentary Standar Tarif

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Progam Jaminan Kesehatan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratuan Ment€d

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6l Tahun 2017 tentang Pehllljuk

Teknis Penggunaa[ Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatao

Tahun Anggaran 20 1 8;

,^. Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGTINAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEI]ATAN
JAMiNAN PERSAIINAN DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemedntah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kedid.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

5. Dinas Kesehatan adalah Dioas Kesehatan Kabupaton Kedid.

6. Dims Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

7. Badan Pengelota Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daemh Kabupaten Kediri.
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9.

8.

11.

13.

15.

16.

10.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selarjublya disebut DAK NonJisik

adalah dana yang dibedkan ke daemh urn* membiayai operasional kegiatan Fograrn prioritas

nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjuhya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum

Daenh Kabupaten Kedid.

Unit Petaksana Teknis Dinas yang selaqiutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas

teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan

Daerah dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah

UPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah

kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan rawat imp, Puskesmas Pembantq

Puskesmas Keliling.

Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersa.l adalah jaminan berupa mendekatkan

akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu Bersalin, ibu

nifas dan bal baru lahir berupa rujukan ke fasilitas pelayanan kesehalan, penyediaan Rumah

Tunggu Kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu benalin miskirl tidak

mampu dan belum memiliki Kartu JamiMn Kesehatan Nasional,/Kartu Indonesia Sehat atau

sumber pembiyaal yang lain.

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir,

adalah salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya keterlambatan penanganan

Surat Ketemngan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang

dikeluarkan oleh Dinas Sosial bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia

Sehat (KIS).

Surat Pemyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat pemyataan yang

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehalan atas narna Bupati bagi

masyamkat miskin yang tidak mempunyai IGrtu Indonesia Sehat (KIS).

Tarip berdasarkan pola pembayaran prospektif yang berupa pengelompokan diagnosis dan

prosedur yang memiliki ciri klinis dan penggunaan sumber daya yang mirip atau sama.

12.

14.

BAB II

TUruAN. SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

a. Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas

serta bal baru lahir ke fasilitas p€layaoan kesehatan yang kompeten.



b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut :

l) Meningkatkanjumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas se(a bayi baru lahir.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Jampersal adalah ibu hami1, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu

yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pelayanan yang didapatkan dari Jampersal untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu

hamil, benalin miskin dan tidak mampu yang meliputi pelayanan kesehatan :

l. Rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan k€bidanan dan

neonatal di Puskesmas;

2. Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut kelas 3 di RSUD Kabupat€n

Kedfui, RSIID Gambiran Kota Kediri, dan RS Swasla di Kabupatm Kediri dan RS Wilayah

Provinsi Jawa Timur;

3. Transportasi pulang dan p€rgi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi, dari rumah ibu hamil ke

fasititas pelayanan kesehalan pdmer atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder /

te$ier, dan dad fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

sekunder /tersier .

BAB III

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 5

(l) Peserta Jampemal adalah ibu hamil, ibu melahfukan dan nifas dari :

a. Masyamkat miskin dan tidak mampu yang belum mefljadi peserta Jaminan Kesehatan

Nasional;

b. Penduduk Kabupaten Kediri yang dinyatakan masuk kategod miskin berdasa*an SKM

yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan SPM yang dikelua*an oleh Dinas Kesehatan;

(2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) menggunakan sumt

keterangan / rckomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenarg.
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(3) Surat Keterangan Miskin (SklM) dan Sulat Pemyataan Miskin (SPM) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil verifikasi menggunakan insbumen Pendataan

Kemiskinan dengan Indikator Baxu (PKIB) dengan nilai minimal 2,2 yang diketahui oleh Kepala

Desa dan Camat setempal.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 6

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir di

I(abupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalarr Pasal 5 ayat (l) selarna belwn menjadi peserta

JKN dan/atau tidakibelum mendapat jarninan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditanggung oleh

Pemerintah Kabupaten Kediri.

(2) Dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan belanja langsung kegiatan

Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dad APBN yang dituangkan dalarn APBD

Kabupaten Kediri.

(3) Dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

(4) Dana pelayanan kesehalan bagi masyamkat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipenmtukkan untuk membiayai :

a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;

b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada RSfrD Kabupaten Kediri dan RSUD Gambiran Kota

Ked i darRs Swasta di Kabupaten Kediri;

BAB IV

BESARAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KXSEIIATAN

Pasal 7

(1) Tadf biaya pelayanan kes€hatan bagi peserta Jampersal di Puskesmas, dan Rumah Sakit yang

bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengacu ketentuan pelaksanaan

program Jaminan Kesehalan Nasional (JKN).

(2) Honorarium dan jasa kerja bagi Bidan dan sopir dalam kasus merujuk pasien ibu hamil, ibu

melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir di&tapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

(1) Pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan masyamkat miskin di Puskesmas yang bersumber

dad APBD merupakan pendapatan Puskesmas melalui A?BD bukaD Pendapatan Fungsional

Puskesmas.

(2) Pemanfaatan pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat rniskin

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VI

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEI]ATAN

Pasal 9

Tata laksana pelayalan kesehatan bagi masyaxakat miskin mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan/atau ketentuan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas;

b. Pelayanan kesehatan tingkat II dilaksamkar di RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD Gambiran

Kota Kediri dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kabupaten

Kediri;

c. Untl* memperoleh pelayalan kesehatan pada RSUD Kabupaten Kediri, masyamkat yang

membutuhkan haxus menyerahkan SKM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;

d. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada RSTID Gambira[ Kota Kediri , Rumah Sakit

swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan RS Rujukan Provinsi Jawa Timur, RS

UPT Dinas Kgsehatan Provinsi Jawa Timur, dan RS Khusus, masyaxakat yang membutuhkan

harus menyeralkan SPM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

e. Apabila masyarakat yallg membuhrhkan pelayanan kesehatan tidak dapat menunjuklan SKM

atau SPM sebelum mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, maka yang bersangkutan diberi

waktu 3 x 24 jarn hari kerja untuk melengkapi persyaratan dimaksud;

f. Apabila masyarakat miskin yang mendapatkan pelayamn kesehatan menunjukkan daar I alan

menyerahkan SKM atau SPM setelah dimwat lebih dsi 3 x 24 jam hari kerja, maka yang

dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Kedid tefiitung 3 x 24 jam hari kerja berlaku surut dari

tanggal pene$itan SKM atau SPM.

RAB VII

PEMBTNAAN DAN PENGAWASAN

Pasal l0

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bendalura Penerimaan Pembantu dan Be[dahara Pengeluaran

Pembantu Puskesmas dilakukan secara berje4jang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala

Puskesmas dao/atau sesuai dengan Pemturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pemturan Bupati Kedid Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan

(Jampersal) di Kabupa€n Kedid (Berita Daerah Kabupaten Kedid Tahun 2017 Nomor l2), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 12

Peratuan Bupati ini disusun berdasarkao Nota Dinas Kepala Dinas K€sehatan Kabupaten Kediri

Nomor 444l3257418.25i2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Perunhrkan Dana

Alokasi Khusus (Jampersal) dan Berita Aaara Rapat Nomor 460/454l418.25D018 tat\ggirl 20

Februari 2018 dengan hasil peserta rapat memutuskan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan (Jampersal) di Kabupaten Kedid Perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memeintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Bedta Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 28 2 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

IIARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal28-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

trd

SUPIOYO

BERITA DAf,RAII KABI'PATEN KEDIRI TAHI]N 2OI8 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslioya
a.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administasi Pemerintahan dan

Kesejahteraal Rakyal


